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SMK3 diterapkan untuk pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja. SMK3 di RS X seperti kebijakan K3, perencanaan, im-
plementasi, pemantauan dan evaluasi K3, serta tinjauan manajemen belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
penerapan SMK3 di RS X. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang dengan metode Purposive Sampling. 
Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian pada komponen input, hanya 2 orang 
anggota Unit K3 yang berlatar belakang pendidikan K3, belum ada laporan untuk PAK dan KAK, belum ada ruangan Unit K3, belum 
ada dana khusus untuk Unit K3. Pada komponen proses sudah ada kebijakan K3 secara tertulis dan bertanda tangan Direktur, belum ada 
manajemen risiko, belum ada pelatihan K3 umum untuk anggota K3, penyelidikan insiden dan tindakan perbaikan sudah baik dengan 
adanya form insiden/kerusakan sebagai langkah awal melakukan tindakan perbaikan, peninjauan ulang penerapan SMK3 sudah dilaku-
kan tetapi tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi program K3 tersebut belum ada. Pada komponen output penerapan SMK3 
di RS X masih kurang. Kesimpulan penelitian adalah secara umum penerapan SMK3 di RS X belum berjalan dengan baik, belum semua 
sesuai dengan aturan yang ada di PP. 50 tahun 2012.

Kata kunci: Penerapan, Rumah Sakit, SMK3

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (OHSMS) AT 
HOSPITAL X PEKANBARU AT 2020

OHSMS is applied for risk control related to work activities. OHSMS in RS X such as OHS policy, planning, implementation, monitoring 
and evaluation of OHS, as well as management review has not run optimally.The purpose was to analyze the application of OHSMS at 
Hospital X. This is qualitative descriptive research with 6 informants with purposive sampling. Collecting data by in-depth interviews, 
observation, document review. The results, only 2 members in OHS Unit with an educational background of OHS, no reports for work 
disease and work accident, no room and special funds for the OHS Unit, there is an OHS policy in writing and signed by the director, 
there is no risk management and no general OHS training for OHS members, incident investigation and corrective actions are good, 
review the implementation of OHSMS has been carried out but there is no follow-up of monitoring and evaluation of the OHS program. 
The conclusion, in general the application of OHSMS at Hospital X has not been going well, not all of them are in accordance with the 
existing regulations in PP. 50 of 2012.

Keywords	: Implementation, Hospital, OHSMS

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
Jalan Mustafa Sari, No 5, Pekanbaru, Riau 28281, Email : riebie18@gmail.com



4

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas |Oktober 2020 - Maret  2021 | Vol. 15, No. 1, Hal. 3-12

Pendahuluan
Menurut Peraturan Pemerintah No 50 ta-

hun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) men-
gatur bahwa setiap perusahaan dengan syarat ter-
tentu seperti mempekerjakan pekerja/buruh pal-
ing sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai 
tingkat potensi bahaya tinggi harus menerapkan 
SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manaje-
men perusahaan secara keseluruhan untuk men-
ciptakan tempat kerja yang aman, efisien, produk-
tif serta mencegah dan mengurangi kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan pasal 
tersebut maka jelaslah bahwa rumah sakit terma-
suk dalam kriteria tempat kerja yang mempunyai 
potensi bahaya yang sangat besar dengan berb-
agai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan 
dampak kesehatan, sehingga sudah seharusnya 
pihak pengelola rumah sakit menerapkan upa-
ya-upaya kesehatan dan keselamatan kerja di ru-
mah sakit(1).

Menurut ILO setiap tahun diseluruh dunia 
terdapat lebih dari 2,78 juta pekerja meninggal 
akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat ker-
ja pertahun(2), sementara data dari World Health 
Organization (WHO) menunjukkan bahwa dari 
35 juta pekerja kesehatan di dunia terdapat 3 juta 
pekerja terpajan patogen darah (2 juta terpajan vi-
rus HBV, 0,9 juta terbajan virus HBC dan 170.000 
terpajan virus HIV/AIDS). Setiap tahun di USA 
dilaporkan  terdapat 5.000 petugas kesehatan ter-
infeksi Hepatitis B, 47 petugas kesehatan positif 
HIV, dan 600.000 – 1.000.000 petugas kesehatan 
terkena luka tusuk jarum (diperkirakan lebih dari 
60% tidak dilaporkan)(3). Hasil laporan National 
Safety Council (NSC) tahun 2008 menunjukkan 
bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih be-
sar dari pekerja di industri lain. Kasus yang sering 
terjadi adalah tertusuk jarum (NSI-Needle Stick 
Injuries), terkilir, sakit pinggang, tergores/terpo-
tong, luka bakar, dan penyakit infeksi dan lain-
lain(4).

Di Indonesia data KAK dan PAK yang ter-
catat yaitu sebanyak 65.4% petugas pembersih 
rumah sakit menderita Dermatitis Kontak Iritan 
Kronik Tangan, pada perawat instalasi bedah den-
gan gaya berat yang ditanggung pekerja rata-rata 

lebih dari 20 kg, sehingga keluhan low back pain 
terjadi pada 83.3% pekerja dan penderita ter-
banyak yaitu pada usia 30-49 (63.3%), prevalensi 
gangguan mental emosional 17.7% pada perawat 
di suatu Rumah Sakit di Jakarta hal ini tentu ber-
hubungan dengan stressor kerja. Pekerja RS ber-
isiko 1.5 kali lebih besar terkena KAK dan PAK 
dari pada golongan pekerja lain di semua kategori 
(jenis kelamin, ras, umur dan status pekerjaan)(5). 

Sementara itu berdasarkan data BPJS 
Ketenagakerjaan, pada tahun 2017 untuk kategori 
Penyakit Akibat Kerja (PAK) Provinsi Riau mer-
upakan provinsi dengan jumlah PAK tertinggi di 
Indonesia yaitu 108 kasus dari 116 kasus(6). Dan 
pada tahun 2018 telah terjadinya penurunan ka-
sus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 
33.05%, akan tetapi jumlah kecelakaan kerja di 
Provinsi Riau pada tahun 2019 masih sangat ting-
gi yaitu sebanyak 14.325. Tingginya kecelakaan 
kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Provinsi Riau 
tentunya harus mendapat perhatian khusus(7).

Berdasarkan survey pendahuluan yang 
dilakukan di RS X diketahui bahwa manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja belum berjalan 
optimal, dimana komponen sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondi-
si umum, kebijakan kesehatan dan keselamatan 
kerja, perencanaan, implementasi dan operasi, 
tindakan kontrol dan peraturan, bagian tinjauan 
manajemen belum berjalan sesuai dengan PP. 50 
tahun 2012 atau dengan SNI/ISO 45001. Peneli-
tian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja di Rumah Sakit tersebut.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan 
melalui wawancara mendalam dan observasi dan 
telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan di RS 
X kota Pekanbaru pada bulan Maret – Juli 2020. 
Pemilihan informan menggunakan metode Pur-
posive Sampling dengan jumlah informan seban-
yak 6 orang yang terdiri dari ketua komite K3, 
sekretaris komite K3 dan koordinator-koordina-
tor bidang K3 RS X. Jumlah informan tergantung 
situasi dan kondisi dilapangan atau berdasarkan 



5

Risanova, Endang, Asril |Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Rumah Sakit

dua prinsip yaitu kesesuaian (appropriateness) 
dan kecukupan (adequacy)(8). Teknik pengolahan 
data dalam penelitian ini menggunakan triangu-
lasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi 
data sehingga data yang didapatkan terjamin ke-
absahannya. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). 
Variabel dalam penelitian ini adalah penetapan 
kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan ren-
cana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 
dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Hasil
Berdasarkan hasil wawancara mengenai 

komitmen dan kebijakan K3 di RS X,  diketahui 
bahwa sudah ada komitmen mengenai K3 dari 
pihak manajemen RS tapi belum maksimal dan 
sudah ada kebijakan K3 secara tertulis dan ditan-
da tangani oleh direktur RS, sementara untuk 
proses penetapan kebijakan K3, dikatakan bahwa 
kebijakan K3 dibuat dimulai dari mengumpulkan 
masukan dari masing-masing unit K3 saja tanpa 
berkonsultasi dengan hali K3 dan kemudian dira-
patkan dengan direktur RS, untuk kebijakan K3 
sudah disosialisasikan kepada tim K3 dan per-
wakilan tiap-tiap unit. Mengenai peninjauan awal 
terhadap kondisi K3 di RS X sebelum penetapan 
kebijakan, sebagian informan mengatakan bahwa 
ada dilakukan peninjauan awal, begitu juga den-
gan peninjauan ulang yang dilakukan setiap ta-
hunnya. Sementara untuk kendala yang dihadapi 
dalam penerapan SMK3 di RS X, yaitu ada dari 
segi komitmen manajemen yang dinilai masih 
rendah, selain itu juga dari jumlah SDM K3 yang 
masih kurang. Adapun hasil wawancara, observa-
si dan telaah dokumen dapat dilihat pada tabel 1.

Mengenai peninjauan secara teratur untuk 
tujuan dan sasaran K3 yang telah ditetapkan, su-
dah ada dilakukan oleh pihak manajemen RS X, 
untuk proses dalam merumuskan perencanaan 
K3, awalnya dibuat dari usulan program-program 
yang dibuat oleh masing-masing unit kerja kemu-
dian disampaikan pada saat rapat tahunan den-
gan Direktur. Sedangkan mengenai manajemen 
risiko, RS X tidak ada melakukan manajemen 
risiko K3. Sementara itu mengenai sistem per-
tanggung jawaban program K3 di RS X, setiap ke-

giatan terlebih dahulu dilaporkan ke komite K3, 
baru kemudian disampaikan ke direktur RS. Hasil 
wawancara, observasi dan telaah dokumen dapat 
dilihat pada tabel 2.Sedangkan mengenai SDM 
K3, sarana dan prasarana serta dana, didapatkan 
bahwa hanya ada 2 orang anggota unit K3 yang 
berlatar belakang K3, serta belum memadain-
ya sarana dan prasarana yang ada seperti belum 
tersedianya ruangan untuk unit K3 serta belum 
ada dana khusus untuk unit K3, untuk pelayanan 
kesehatan yang diberikan pihak manajemen RS X 
untuk para pegawainya adalah medical check up 
akan tetapi tidak dilakukan tiap tahun karena ke-
terbatasan anggaran. Sedangkan mengenai SOP 
diketahui bahwa setiap kegiatan di RS X sudah 
memiliki SOP, mengenai cara menginformasikan 
potensi bahaya yang ada di RS X, informasi diber-
ikan langsung kepada unit (orang) yang bersang-
kutan, sementara sebagian lagi merasa belum per-
nah mendapatkan atau mendengar tentang hal 
itu, karena informasi yang diberikan langsung ke-
pada yang bersangkutan secara lisan. Untuk pela-
tihan K3 yang dilakukan di RS X adalah pelatihan 
kebakaran dan tanggap darurat. Dan mengenai 
pengolahan limbah B3 di RS X diketahui bahwa 
untuk penyimpanan limbah B3 RS sudah aman 
hanya saja untuk pembuangan dan pengolahann-
ya pihak RS masih bekerjasama dengan pihak ke-
tiga. Untuk hasil wawancara, observasi dan telaah 
dokumen dapat dilihat pada tabel 3.Sementara 
itu dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa 
monitoring program-program K3 dilakukan ber-
dasarkan laporan kegiatan yang dibuat oleh mas-
ing-masing unit kerja dan kemudian dilaporkan 
ke unit K3, sedangkan mengenai pencatatan dan 
pelaporan kegiatan K3 di RS X, diketahui bahwa 
baru sebagian yang tercatat dan untuk pelaporan 
masih banyak yang belum melakukannya. Untuk 
penyelidikan insiden dan tindakan perbaikan di 
RS X dimulai dari pengisian form insiden/ker-
usakan yang kemudian  dilaporkan ke tim K3, 
lalu berdasarkan surat laporan itu tim K3 akan 
melakukan penyelidikan dan perbaikan. Semen-
tara mengenai pemeriksaan dan pemantauan 
penerapan SMK3 di RS X dilakukan berdasarkan 
laporan kinerja sedangkan untuk evaluasi belum 
pernah dilakukan, dan mengenai audit K3 pihak 
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RS X sampai saat ini belum pernah melakukan 
audit K3. Keterangan ini dapat dilihat pada tabel 
4. 

Dan untuk peninjauan ulang terhadap pen-
erapan SMK3 sudah dilakukan oleh manajemen 
RS X dan dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu 

pada saat rapat tahunan, akan tetapi hingga saat 
ini belum ada dilakukan tindak lanjut dari hasil 
pemantauan dan evaluasi program K3 oleh pihak 
manajemen RS X. Adapun hasil wawancara, ob-
servasi dan telaah dokumen dapat dilihat pada 
tabel 5.
Pembahasan

Tabel 1 Matriks Reduksi Penetapan Kebijakan K3

No Wawancara
Mendalam Observesi Telaah

Dokumen Kesimpulan

1

2

3

4

5

6

7

Sudah ada komitmen dari 
manajemen RS tentang K3 
tapi masih rendah

Sudah ada kebijakan K3 secara 
tertulis dan ditanda tangani 
oleh Direktur 

Proses penetapan kebijakan K3 
dengan cara mengadakan rapat 
dengan unit K3 saja

Sosialisasi kebijakan K3 
diberikan kepada perwakilan 
tiap-tiap unit kerja RS

Sudah dilakukan peninjauan 
awal  tentang kondisi K3 
sebelum ditetapkannya kebi-
jakan K3 dan dilakukan oleh 
masing-masing unit K3

Peninjauan ulang terhadap ke-
bijakan K3 dilakuakan setahun 
sekali

Kendala yang dihadapi dalam 
penerapan SMK3 di RS X 
adalah persepsi anggota unit 
K3 tentang K3 RS tidak sama, 
jumlah SDM K3 yang belum 
memadai dan memiliki peker-
jaan di bidang lain (double 
job), dan komitmen manaje-
men yang masih rendah

Sudah ada organisasi 
K3 akan tetapi sebagian 
besar anggota unit K3 
juga bekerja di unit lain

Adanya SK tentang pem-
bentukan Tim K3 yang 
ditanda oleh Direktur

Manajemen RS X sudah memiliki 
komitmen tentang K3 dengan dikel-
uarkannya SK pembentukan tim K3 
dan dibentuknya organisasi K3, proses 
penetapan kebijakan K3 dilakukan den-
gan mengadakan rapat dengan anggota 
unit K3 saja tanpa berkonsultasi dengan 
ahli K3, sosialisasi kebijakan diberikan 
kepada perwakilan tiap-tiap unit kerja 
yang nantinya akan meneruskan sosial-
isasi tersebut kepada anggota di unit 
masing-masing. Sebelum ditetapkannya 
kebijakan K3 terlebih dahulu sudah 
dilakukan peninjauan awal terhadap 
kondisi K3 sudah dan dilakukan oleh 
masing-masing unit K3, begitu juga den-
gan peninjauan ulang yang dilakukan 
setiap setahun sekali. Sementara untuk 
kendala yang dihadapi dalam menerap-
kan SMK3 di RS X adalah komitmen 
manajemen yang dirasa masih kurang, 
bisa dilihat dari belum tersedianya 
ruangan khusus untuk unit K3, jumlah 
SDM K3 yang belum memadai dan juga 
sebagian besar anggota K3 memiliki 
pekerjaan dibidang lain (double job), 
sehingga tidak fokus dengan masalah 
K3 di RS.

Tabel 2 Matriks Reduksi Perencanaan K3

No Wawancara
Mendalam Observesi Telaah

Dokumen Kesimpulan

1

2

3

4

Tujuan dan sasaran K3 yang 
telah ditetapkan sudah ditinjau 
secara teratur 

Proses dalam merumuskan 
perencanaan K3 dimulai 
dari pembembuatan usulan 
program dari masing-masing 
unit kerja K3 dan disampaikan 
pada saat rapat tahunan

Tidak ada dilakukan manaje-
men risiko K3

Sistem pertanggung jawaban 
program K3 di RS X

Unit kerja sudah memi-
liki pedoman pelayanan 
masing-masing

Adanya pedoman 
pelayanan di unit 
kerja yang didalamnya 
memuat tujuan dan 
sasaran K3

Terlihat dari bagan struk-
tur organisasi yang telah 
dibentuk untuk sistem 
pertanggung jawaban 
program K3 langsung 
kepada Direktur RS

Untuk tujuan dan sasaran K3 sudah 
dilakukan secara teratur yang tertulis 
didalam program kerja yang dibuat oleh 
masing-masing unit kerja K3 dan nantin-
ya akan dilaporkan setiap bulannya. 
Perumusan perencanaan K3 dimulai 
dari pembuatan usulan program oleh 
tiap-tiap unit kerja K3, dan tidak ada 
dilakukan manajemen risiko, sementara 
itu untuk pertanggung jawaban program 
K3 adalah langsung dilaporkan kepada 
Direktur RS 
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Tabel 3 Matriks Reduksi Pelaksanaan Rencana K3

No Wawancara
Mendalam Observesi Telaah

Dokumen Kesimpulan

1

2

3

4

5

6

Dari segi SDM K3, sarana dan 
prasarana serta dana untuk 
program K3 di RS X masih 
kurang

Pelayanan kesehatan yang 
diberikan bagi para pegawai 
RS X adalah MCU walaupun 
tidak dilakukan setiap tahun 
karena keterbatasan dana

Untuk setiap kegiatan di RS X 
sudah memiliki SOP

Potensi bahaya K3 yang ada di 
RS X diinformasikan langsung 
kepada pihak atau unit yang 
bersangkutan secara lisan oleh 
anggota unit K3

Pelatihan K3 yang telah 
dilaksanakan adalah pelatihan 
pemadam kebakaran dan pen-
anggulangan keadaan darurat 
dan diadakan secara rutin 
setiap tahun

Prosedur penyimpanan limbah 
B3 sudah memenuhi stan-
dar, untuk pembuangan dan 
pengolahan limbah diserahkan 
kepada pihak ketiga

Hanya ada 2 orang di 
unit K3 yang memiliki 
latar belakang pendi-
dikan K3

Setiap unit kerja sudah 
memiliki SOP mas-
ing-masing

Dari daftar keanggota-
an tim K3 yang sudah 
dibentuk dapat dilihat  
hanya ada 2 orang yang 
berlatar belakang pen-
didikan K3, yaitu ketua 
dan wakil ketua tim K3

Adanya SOP untuk 
setiap kegiatan kerja di 
RS X

Jika dilihat dari segi SDM K3 masih 
belum memadai karena hanya ada 2 
orang yang berlatar belakang pendi-
dikan K3 di unit K3, untuk sarana dan 
prasaran hingga saat ini belum ada 
ruangan untuk unit K3, serta dana yang 
dikeluarkan masih bersifat insidental 
dan belum tersedia dana khusus untuk 
program K3. Pelayanan kesehatan yang 
diberikan pihak manajemen untuk para 
pegawainya adalah MCU akan tetapi 
pelaksanaannya tidak dapat dilakukan 
rutin setiap tahun karena kekurangan 
anggaran yang dimiliki. Setiap kegiatan 
di RS X sudah memiliki SOP yang ter-
sedia di tiap-tiap unit kerja, sementara 
jika ditemukan adanya potensi bahaya 
K3 di RS X, maka anggota unit K3 akan 
menginformasikan langsung kepada 
orang/unit kerja yang bersangkutan 
secara lisan, oleh karena itu masih 
ditemukan beberapa pegawai yang 
merasa belum pernah mendapatkan 
informasi tersebut. Untuk pelatihan 
K3 yang telah diselenggarakan adalah 
pelatihan pemadam kebakaran dan 
penanggulangan keadaan darurat dan 
pelatihan ini dilakukan secara rutin se-
tiap tahunnya dan bekerjasama dengan 
pihak DAMKAR dan BPBD. Sedangkan 
untuk penyimpaan limbah B3 dinilai 
sudah memenuhi standar karena tidak 
mendapat catatan masalah pada saat pe-
meriksaan oleh tim surveyor akreditasi 
RS, sementara untuk pembuangan dan 
pengolahannya tidak dilakukan oleh 
pihak RS akan tetapi diserahkan kepada 
pihak ketiga.

Tabel 4 Matriks Reduksi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

No Wawancara
Mendalam Observesi Telaah

Dokumen Kesimpulan

1

2

3

4

5

Monitoring program K3 
dilakukan dengan melihat 
laporan kegiatan yang dibuat 
oleh tiap-tiap unit kerja

Pencatatan dan pelaporan 
mengenai PAK dan KAK 
belum berjalan dengan baik

Proses penyelidikan insiden 
dimulai dari pengisian form 
insiden/kerusakan yang dis-
erahkan kepada tim K3 yang 
nantinya akan menyelidiki dan 
melakukan tindakan perbaikan

Pemeriksaan dan pemantauan 
dilihat dari laporan kinerja 
masing-masing unit kerja se-
dangkan untuk dan evaluasin-
ya belum ada dilakukan 

Audit K3 di RS X belum per-
nah dilakukan

Belum ada laporan 
yang masuk ke unit 
K3 mengenai kejadian 
PAK dan KAK

Adanya laporan kinerja 
yang dibuat oleh unit 
kerja RS

Adanya form laporan 
insiden/kerusakan

Sistem monitoring program K3 di RS X 
yaitu dengan melihat laporan kegiatan 
yang sudah dibuat oleh tiap-tiap unit 
kerja dan dilaporkan ke unit K3, semen-
tara untuk pencatatan dan pelaporan 
mengenai PAK dan KAK belum berjalan 
maksimal, dilihat dari belum adanya 
laporan yang masuk mengenai KAK 
dan PAK, walaupun form pelaporan 
sudah disediakan di tiap unit kerja di 
RS. Untuk proses penyelidikan insiden 
dimulai dari pengisian form insiden/
kerusakan yang dilaporkan kepada tim 
K3 dan kemudian berdasarkan surat itu 
tim k3 akan menyelidiki dan melakukan 
perbaikan. Untuk pemeriksaan dan 
pemantauan pihak manajemen melihat 
dari laporan kinerja yang dibuat mas-
ing-masing unit, sementara untuk tinda-
kan evaluasi belum dilakukan, sama hal 
nya dengan audit K3 yang belum pernah 
dilakukan oleh pihak manajemen
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Tabel 5 Matriks Reduksi Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

No Wawancara
Mendalam Observesi Telaah

Dokumen Kesimpulan

1

2

Peninjauan ulang terhadap 
penerapan SMK3 di RS X 
dilakukan setahun sekali

Tidak ada tindak lanjut dari 
hasil pemantauan dan evaluasi 
program K3

Kondisi unit K3 baik 
dari segi sarana dan 
prasarana maupun 
SDM K3 tidak men-
galami perubahan dari 
tahun-tahun sebelum-
nya

Adanya laporan kinerja 
yang dibuat oleh unit 
kerja RS

Adanya form laporan 
insiden/kerusakan

Untuk peninjauan ulang terhadap pen-
erapan SMK3 dilakukan pada saat rapat 
tahunan dengan Direktur RS, akan teta-
pi hingga saat ini belum ada dilakukan 
tindak lanjut dari hasil pemantauan dan 
evaluasi program K3 tersebut

Untuk penetapan kebijakan K3, berdasar-
kan hasil penelitian diketahui bahwa sudah ada 
kebijakan K3 yang dikeluarkan pihak manajemen 
dan ditandatangi oleh direktur RS hanya saja be-
lum disosialisasikan dengan optimal, hal ini dapat 
dilihat dari belum semua pegawai RS yang men-
getahui tentang kebijakan K3 yang sudah dikel-
uarkan oleh manajemen, akan tetapi sebelum 
menetapkan kebijakan pihak manajemen sudah 
melakukan peninjauan awal terhadap kondisi 
K3 yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
semua anggota K3 untuk menyamakan persepsi 
sebelum ditetapkannya kebijakan K3, hal ini su-
dah sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012(9). Hal 
ini sejalan dengan hasil penelitian Noviandini 
yang menyatakan bahwa PT Krakatau Steel (Perse-
ro) Tbk telah memiliki kebijakan K3 tertulis yang 
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi serta dise-
barluaskan kepada setiap pekerja, kebijakan juga 
dikomunikasikan kepada setiap karyawan dan pe-
ngunjung baru melalui safety induction yang di 
dalamnya terdapat kebijakan(10).

Pondasi dalam SMK3 adalah komitmen 
dan kebijakan manajemen, sejalan dengan keten-
tuan perundangan keselamatan dan kesehatan 
kerja merupakan tugas dan tanggung jawab ma-
najemen. Sejalan dengan penelitian Nurmayanti 
yang menyatakan bahwa komitmen di Rumkital 
Dr. Ramelan diwujudkan dalam bentuk kebija-
kan dan telah diterapkan dengan cukup baik(11). 
Oleh karena itu, tanpa komitmen dari manaje-
men maka pelaksanaan K3 dalam perusahaan ti-
dak akan memberikan hasil yang baik dan sebagai 
bagian dari komitmen manajemen, pengusaha/
organisasi harus menetapkan kebijakan K3 yang 
disusun berdasarkan beberapa kaidah dan ber-
dasarkan beberapa input seperti visi dan misi pe-
rusahaan (organisasi), hasil tinjauan awal K3, dan 
ketersediaan sumber daya dalam perusahaan(12).

Untuk perencanaan K3, dari hasil peneli-
tian diketahui bahwa tidak ada dilakukan mana-
jemen risiko sebelum ditetapkannnya kebijakan 
K3. Padahal menurut Ramli elemen ini merupa-
kan elemen kunci dalam SMK3 dan pengelolaan 
risiko ini harus dilakukan untuk setiap kegiatan 
dan mencakup semua aktivitas baik barang, ma-
nusia maupun proses, dan hasil dari identifikasi 
ini merupakan masukan utama dalam menyusun 
rencana kerja guna mengendalikan dan mence-
gah kejadian tidak diinginkan dari keberadaan 
bahaya tersebut(12). Hal ini bertolak belakang den-
gan penelitian yang dilakukan oleh Gemely yang 
dilakukan di PT. Pelindo IV (Persero) Terminal 
Peti kemas Makassar, dimana perusahaan ini tel-
ah melaksanakan identifikasi, penilaian risiko K3 
melalui kegiatan inspeksi dan pelaporan langsung 
kepada pihak pengamanan dan P2K3 jika terind-
ikasi ada keadaan yang berbahaya, dan juga men-
yatakan bahwa rencana K3 sendiri dilaksanakan 
setelah dilakukan tinjauan awal dan pelaksanaan 
evaluasi(13). Begitu juga dengan hasil penelitian 
Ibrahim di RSUD Haji Makassar, yang menya-
takan bahwa tim K3RS sudah mengadakan pe-
mantauan, analisis risiko dan pemetaan daerah 
berisiko, dan tim K3RS juga sudah bekerja sama 
dengan Komite Keselamatan Pasien RS terkait 
dengan penanganan keselamatan kerja(14).

Untuk pelaksanaan rencana K3, dari hasil 
penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang 
dimiliki oleh RS X belum memadai baik dari segi 
SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana. 
RS X belum memiliki ruangan khusus untuk or-
ganisasi K3, belum adanya anggaran khusus un-
tuk unit K3 dan selama ini dana yang ada hanya 
bersifat insidental, dan dana yang tersedia berasal 
dari dana BLUD RS, kurangnya SDM dibidang 
K3 karena hanya ada 2 orang anggota unikt K3 
yang memiliki latar belakang pendidikan K3, ser-
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ta anggota K3 yang sebagian besar juga memiliki 
pekerjaan di unit lain di RS X tersebut (double 
job).

Sejalan dengan penelitian Sembiring yang 
dilakukan di RSUD Kabanjahe, Sumatera Utara 
yang menyatakan bahwa tim K3RS belum melak-
sanakan tugasnya secara maksimal dalam ke-
giatan keselamatan dan kesehatan kerja karena 
selain belum terbentuknya tim, setiap personil 
tim juga telah memiliki jabatan atau pekerjaan 
masing-masing, sehingga setiap personil memiliki 
rangkap jabatan yang menjadikan setiap person-
il tidak fokus dalam melakukan tugasnya sebagai 
tim K3RS(15). Sama hal nya dengan hasil peneli-
tian yang dilakukan oleh Susanto di RSUD Ban-
gkinang, yang menyatakan bahwa petugas K3 di 
RS tersebut selain bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan kegiatan K3, juga memiliki tanggung 
jawab atau pekerjaan di bidang lain sehingga petu-
gas K3 tidak bisa bekerja purna waktu(16). Begitu 
juga dengan hasil penelitian Aldin yang menya-
takan bahwa salah satu yang menjadi faktor peng-
hambat dalam penerapan SMK3 di PLLBT (Pusat 
Listrik Lueng Bata) kota Banda Aceh adalah ket-
erbatasan SDM(17). Hal ini tentu saja tidak sesuai 
dengan PP No. 50 Tahun 2012 yang menyebut-
kan bahwa pengusaha dalam melaksanakan ren-
cana K3 harus didukung oleh SDM di bidang K3, 
prasarana dan sarana(9).

Selain itu jika dilihat dari segi dana, pihak 
RS X belum memiliki anggaran khusus untuk 
unit K3, dana yang disediakan selama ini hanya 
bersifat insidental atau baru dianggarkan jika su-
dah ada permintaan dari tim K3, dan hal ini sama 
dengan hasil penelitian Susanto yang menyatakan 
bahwa walaupun pihak manajemen RSUD ban-
gkinang sudah memiliki anggaran khusus untuk 
pelaksanaan kegiatan K3, akan tetapi dana terse-
but dinilai masih belum mencukupi untuk me-
menuhi perencanaan yang sudah dibuat, dan hal 
ini tidak sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012(9).

Sementara untuk pelatihan dan peningka-
tan kompetensi kerja bagi para pegawai yang su-
dah dilakukan hanya pelatihan pencegahan keba-
karan dan penanggulangan keadaan darurat saja 
sementara untuk pelatihan ahli K3 umum bagi 
anggota K3 belum pernah dilakukan. Sedangkan 

menurut Anggraeni, pelatihan dapat meningkat-
kan kompetensi dan pengetahuan pekerja serta 
dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 seh-
ingga dapat mengurangi kecelakaan kerja(18).

Dari hasil penelitian, tindakan pengen-
dalian sudah dilakukan oleh pihak RS dengan 
membuat SOP untuk setiap program kerja dan 
juga memberikan pelayanan kesehatan/MCU 
bagi seluruh karyawan walaupun tidak rutin 
diselenggarakan tiap tahunnya, Karena tindakan 
pengendalian harus dilakukan sebelum kejadian 
atau bersifat preventif untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan atau resiko yang sudah diidentifikasi 
sebelumnya(12). Sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Mauliku yang menyatakan bah-
wa salah satu cara untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja pihak RS Immanuel Bandung 
membuat SOP, selain itu pihak RS juga melaku-
kan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) se-
cara berkala(19). Hasil penelitian Ibrahim di RSUD 
Haji Makassar juga menyatakan bahwa pekerja 
disana sudah memiliki SOP dalam bekerja, dan 
dalam menetapkan SOP dan pedoman pelaksa-
naan kegiatan pihak K3RS bekerjasama dengan 
seluruh unit kerja yang ada di RS tersebut(14).

Begitu juga dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Fairusiyyah yang menyatakan bahwa 
pihak RS Nasional Diponegoro semarang juga 
melakukan pemeriksaan kesehatan secara berka-
la untuk pegawainya yaitu medical check-up dan 
dilakukan secara rutin setahun sekali(1). Menurut 
PP No. 50 Tahun 2012, tindakan pengendalian 
merupakan kegiatan dalam pelaksanaan rencana 
K3 dan harus dilaksanakan oleh setiap perusa-
haan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang 
dan jasa yang dapat menimbulkan resiko ke-
celakaan dan penyakit akibat kerja(9).

Dari aspek komunikasi dan informasi pi-
hak manajemen RS hanya menginformasikan ke-
pada beberapa pihak saja dan dalam pemberian 
informasi mengenai potensi bahaya K3 yang ada 
dilingkungan RS, informasi itu diberikan oleh 
anggota K3 secara lisan kepada pihak/unit yang 
bersangkutan dan pemberian informasi ini han-
ya bersifat insidental saja jika ada ditemukan po-
tensi bahaya di suatu unit kerja. Semetara untuk 
manajemen krisis dan tanggap darurat, pihak ma-
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najemen sudah memberikan kepada para pega-
wai berupa pelatihan penanggulangan keadaan 
darurat dan pemadam kebakaran yang diadakan 
setiap tahun. Karena SMK3 mensyaratkan agar 
organisasi mengembangkan prosedur tanggap 
darurat untuk mengidentifikasi kemungkinan 
keadaan darurat dan penanggulangannya, karena 
tanpa sistem tanggap darurat jika ada kejadian 
menimpa mereka akan tidak siap dan tidak mam-
pu menghadapinya sehingga akan menimbulkan 
korban dan kerugian yang lebih besar(12).

Untuk pemantauan dan evaluasi kinerja 
K3, dari hasil penelitian diketahui bahwa penyeli-
dikan insiden dan tindakan perbaikan dilakukan 
jika adanya laporan kepada mereka bahwa telah 
terjadi insiden disuatu tempat, dan tindakan per-
baikan ini dilakukan oleh anggota K3 yang juga 
berada dalam unit IPSRS (Instalasi Prasarana 
dan Sarana Rumah Sakit). Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra di 
RSUD Teluk Kuantan, yang menyatakan bahwa 
pelaksanaan program K3RS disana seperti peme-
liharaan saran dan prasaran RS harus didukung 
dengan adanya organisasi IPSRS, karena organi-
sasi tersebut memiliki peran yang penting yaitu 
sebagai pendukung kegiatan-kegiatan yang ada di 
RS tersebut(20).

Sementara itu untuk pencatatan menge-
nai angka KAK maupun PAK kegiatan K3 su-
dah dilakukan oleh masing-masing unit kerja, 
sementara untuk pelaporan masih belum dilak-
sanakan sepenuhnya oleh para pegawai. Semen-
tara menurut PP No. 50 tahun 2012 pelaporan 
kecelakaan dalam pedoman penilaian penerapan 
SMK3 adalah terdapat prosedur terdokumentasi 
yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, 
penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan 
serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja 
dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peratur-
an perundang-undangan(9). Sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Gabriella yang 
menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara 
mendalam yang dilakukan dengan informan uta-
ma dan informan triangulasi serta hasil observasi, 
dapat disimpulkan bahwa pelaporan kecelakaan 
pada PT. X sudah sesuai dengan PP No. 50 tahun 
2012(21).

Sedangkan untuk pemeriksaan, pemantau-
an, pengukuran dan evaluasi dilakukan dengan 
melihat laporan kinerja yang telah dibuat oleh 
masing-masing unit kerja, namun untuk audit K3 
pihak manajemen RS X belum pernah melakukan 
audit K3. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Qomariah yang melakukan 
penelitian di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang 
menyatakan bahwa manajemen RS juga belum 
pernah melakukan audit K3 baik itu audit inter-
nal maupun eksternal(22). Sementara di dalam PP 
No. 50 tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa pihak 
pengusaha wajib melakukan pemantauan dan 
evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengu-
jian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dan 
dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak 
memiliki SDM yang berkompeten dapat menggu-
nakan jasa dari pihak lain(9).

Untuk peninjauan dan peningkatan kin-
erja SMK3, berdasarkan hasil penelitian, penin-
jauan ulang SMK3 dilakukan setiap tahun pada 
saat rapat tahunan dan di dalam rapat itu akan 
dibahas mengenai kendala apa saja yang dihada-
pi dalam penerapan SMK3 agar bisa diperbaiki 
untuk tahun yang akan datang, akan tetapi sam-
pai saat ini sepertinya manajemen RS X belum 
melakukan tindakan perbaikan terhadap kendala 
yang ada tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian 
Qamariah yang menyatakan bahwa pihak RS su-
dah melakukan tinjauan ulang K3RS setiap satu 
tahun sekali dan tindak lanjut dari hasil peman-
tauan dan evaluasi program K3 adalah dilakukan-
nya perbaikan dan dimasukkan kedalam program 
kerja selanjutnya(22). Sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Mauliku yang menyatakan 
bahwa monitoring (tinjauan ulang dan peningka-
tan kinerja) dilakukan pihak P2K3 RS Immanuel 
dengan salah satu tujuannya adalah untuk me-
nekan angka insiden akibat kecelakaan kerja(19). 
Begitu juga dengan hasil penelitian Nurmayanti 
yang menyatakan bahwa pihak RS sudah melaku-
kan tinjauan ulang kesesuaian dan keefektifan ke-
bijakan K3 yang kemudian dilanjutkan perbaikan 
apabila ditemukan kerusakan dan sebagian besar 
pekerja menyatakan bahwa hal ini telah diterap-
kan dengan cukup baik(11).
Simpulan
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Sudah ada kebijakan K3 secara tertulis dan 
ditandatangani oleh Direktur RS, komitmen ma-
najemen tentang K3 masih rendah. Perencanaan 
K3 di RS X belum didukung oleh SDM, dana, sa-
rana dan prasarana yang memadai. Sudah dilaku-
kan tindakan pengendalian dan pelatihan pada 
pelaksanaan rencana K3 di RS X. Pelatihan yang 
sudah diberikan adalah pelatihan tanggap daru-
rat dan pemadam kebakaran, akan tetapi pelati-
han K3 umum bagi pegawai unit K3 belum per-
nah diadakan, dari segi kompetensi kerja pegawai 
K3 hanya 2 orang dari organisasi K3 yang berlatar 
belakang pendidikan K3. Pemantauan dan eval-
uasi kinerja K3 RS X dilakukan dengan cara me-
lihat dari laporan kinerja yang telah dibuat oleh 
masing-masing unit kerja, akan tetapi untuk audit 
K3 manajemen RS belum pernah melakukannya. 
Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 di RS 
X dilakukan setiap tahun pada saat rapat tahu-
nan, dan hasil rapat dapat di jadikan sebagai ac-
uan untuk perbaikan ditahun yang akan datang, 
akan tetapi untuk saat ini hanya sebatas peninjau-
an saja belum ada tindakan perbaikan dari pihak 
manajemen.

Disarankan kepada manajemen RS X dapat 
meningkatkan komitmen, memberikan pemaha-
man dan kesadaran kepada semua pegawai RS ten-
tang pentingnya penerapan SMK3 di RS. Melaku-
kan peningkatan kualitas dan jumlah SDM K3, 
juga adanya anggaran dana khusus untuk kegia-
tan K3, serta menyediakan sarana dan prasarana 
yang memadai untuk organisasi K3. Memberikan 
pelatihan K3 umum bagi pegawai unit K3. RS X 
perlu mengadakan audit K3 setiap tahunnya yang 
berguna utuk mempermudah dalam mengadakan 
perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang lalu 
dan diharapkan kepada manajemen RS X dapat 
menggunakan hasil audit K3 sebagai dasar un-
tuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan 
SMK3 yang telah berjalan selama ini.
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